PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI MENURUT PASAL 20 UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 JO UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG PEMBERANTASAN KORUPSI by Hasmadi, Tasyha Margie Andina
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI DALAM TINDAK
PIDANA KORUPSI MENURUT PASAL 20 UNDANG-UNDANG NOMOR
31 TAHUN 1999 JO UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001
TENTANG PEMBERANTASAN KORUPSI
Tasyha Margie Andina Hasmadi
Mahasiswa Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta
Abstract
Corporations as one of the subjects of criminal law, just as humans have
mistakes, but these errors are collective errors. In the case of corporate criminal
liability in criminal acts of corruption, if the criminal act committed by the
management or corporation is classified as an activity within the scope of a
corporate business that results in a loss to the State or the State of the State. The
formulation of corporate criminal liability in existing or current criminal acts of
corruption has not been able to realize or create or create legal certainty and a
sense of justice in society. Although there are criminal penalties that can be
imposed on corporations, the provision does not provide maximum criminal
sanctions.
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Intisari
Korporasi sebagai salah satu subjek hukum pidana, seperti halnya manusia
memiliki kesalaham, akan tetapi kesalahan tersebut adalah kesalahan yang bersifat
kolektif. Dalam hal pertanggungjwaban pidana korporasi dalam tindak pidana
korupsi adalah apabila tindak pidana yang dilakukan oleh pengurus atau korporasi
tersebut tergolong kegiatan dalam lingkup usaha korporasi yang mengakibatkan
kerugian terhadap Negara atau keungan Negara. Formulasi pertanggungjawaban
pidana korporasi dalam tindak pidana koruipsi yang ada atau berlaku saat ini
belum dapat mewujudkan atau menciptakam atau menciptakan kepastian hukum
dan rasa keadilan dalam masyarakat. Meskipun terdapat sanksi pidana denda yang
dapat dikenakan kepada korporasi, tetapi ketentuan tersebut tidak memberikan
pidana yang maksimal.
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A. Pendahuluan
Negara Republik Indonesia merupakan negara hukum yang
berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945, bertujuan untuk mewujudkan tata kehidupan
bangsa dan negara yang tertib, bersih, makmur dan berkeadilan.1 Hukum
diperlukan sebagai pedoman yang akan menentukan atau mengatur
manusia bertingkah laku yang seharusnya dalam rangka kehidupan
berbangsa dan bernegara, sebagai salah satu aspek kehidupan berbangsa
dan bernegara, norma hukum mempunyai hubungan yang sangat erat
dengan kehidupan berbangsa dan bernegara. Hukum memiliki hubungan
yang timbal balik dengan kehidupan berbangsa dan bernegara, disatu
pihak hukum merupakan pedoman yang memberikan tuntutan bagi
kehidupan berbangsa dan bernegara sehingga dinamika kehidupan hukum
akan berpengaruh terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara. Di lain
pihak, dinamika berbangsa dan bernegara akan berpengaruh terhadap
dinamika kehidupan hukum nkarena perkembangan kehidupan berbangsa
dan bernegara akan berpengaruh terhadap proses pembentukan hukum
ataupun proses penerapan hukum.
Hukum menetapkan apa yang harus dilakukan dan atau apa yang
boleh dilakukan serta yang dilarang. Sasaran hukum yang hendak dituju
bukan saja orang yang nyata-nyata berbuat melawan hukum, melainkan
juga perbuatan hukum yang mungkin akan terjadi, dan kepada alat
perlengkapan Negara untuk bertindak menurut hukum. Sistem bekerjanya
hukum yang demikian itu merupakan salah satu bentuk penegakan hukum.
Proses pembangunan dapat menimbulkan kemajuan dalam kehidupan
masyarakat, selain itu dapat juga mengakibatkan perubahan kondisi sosial
masyarakat yang memiliki dampak sosialnegatif, terutama menyangkut
1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi,
Sekertariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jl. Medan Merdeka Barat, No. 7
Jakarta 10110, hal 69-67
masalah peningkatan tindak pidana yang meresahkan masyarakat 2 .
Soedjono Dirdjosisworo mengemukakan bahwa:
Kejahatan sekarang menunjukkan bahwa kemajuan ekonomi juga
menimbulkan kejahatan bentuk baru yang tidak kurang bahaya
dan besarnya korban yang diakibatkannya. Di Indonesia dewasa ini
sudah dilanda kriminalitas konterporer yang cukup mengancam
lingkungan hidup, sumber energi, dan pola-pola kejahatan,
dibidang ekonomi seperti kejahatan bank, kejahatan komputer,
penipuan terhadap konsumen berupa barang-barang produksi
kualitas rendah yang dikemas indah dan dijajakan lewat advertensi
secara besar-besatran, dan berbagai pola kejahatan korporasi yang
beroperasi lewat penetrasi dan penyamaran.3
Berdasarkan beberapa hal tersebut di atas, ternyata peranan dunia
usaha swasta dalam pertumbuhannya lebih memberikan peranan terhadap
badan hukum/korporasi. Sebagai subjek hukum merupakan hal yang baru
berkembang dengan adanya kejahatan yang menyangkut korporasi, yang
disebabkan pengaruh perkembangan dunia usaha nasional maupun
internasional yang demikian pesat, tatapi proses penegakan hukumnya
masih sangat lambat.
Adanya korporasi sebenarnya akibat dari perkembangan modernisasi
dalam rangka untuk mempermudah memenuhi kebutuhan manusia dalam
bermasyarakat. Pada awalnya orang lebih mengenal badan hukum
dibandingkan korporasi. Korporasi adalah sebutan yang lazim dipergunakan
dikalangan pakar hukum pidana untuk menyebut apa yang biasa dalam
bidang hukum lain, khususnya bidang hukum perdata, sebagai badan
hukum.
Pada masa kini perkembangan korporasi nampak semakin pesat baik
dari segi kualitas, kuantitas maupun bidang usaha yang dijalaninya.
Korporasi bergerak diberbagai bidang seperti bidang perbankan, bidang
transportasi, komunikasi, pertanian, kehutanan, kelautan, otomotif,
elektronik, bidang hiburan dan lain sebagainya. Hampir tidak ada bidang
2 Evi Hartanti, Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Sinar Grafika, 2005, hal 1
3 Muladi, Dwidja Priyanto, Pertanggungjawaban Pidana Korporasi, Kencana Prenada Media Grup,
Jakarta, 2010, hal 3
kehidupan kita yang terlepas dari jaringan korporasi.
Adanya korporasi memang banyak mendatangkan keuntungan bagi
masyarakat dan negara, seperti adanya kenaikan pemasukan kas negara
dari pajak dan devisa, membuka lapangan pekerjaan, peningkatan alih
teknologi dan lain sebagainya. Namun di samping ada keuntungan atau
dampak positif seperti tersebut di atas, adanya korporasi juga dapat
mendatangkan dampak negatif, seperti pencemaran lingkugan (air, udara,
tanah), eksploitasi atau pengurasan sumber alam, bersaing secara curang,
manipulasi pajak, eksploitasi terhadap pekerja/buruh, menghasilkan
produk dibawah standar atau cacat yang membahayakan konsumen dan
lain sebagainya. Munculnya dampak negatif ini diakibatkan korporasi
terlalu mengejar keuntungan yang cukup besar.
Pada awalnya korporasi dipandang bukan sebagai pelaku tindak
pidana karena korporasi tidak memiliki kesalahan. Penulis tidak
sependapat, karena korporasi seperti halnya manusia memiliki kesalahan,
akan tetapi kesalahan tersebut adalah kesalahan yang bersifat kolektif.4
Kesalahan tersebut dapat berupa pengetahuan dan kehendak bersama dari
sebagian besar pengurus korporasi atau pengetahuan dan kehendak
bersama dari individu-individu yang bertindak untuk dan atas nama
korporasi. Korporasi atau badan hukum merupakan manusia yang
diciptakan oleh hukum yang terdiri atas kumpulan individu, dapat
melakukan perbuatan melalui individu-individu tersebut yang bertindak
sebagai subjek hukum ciptaan manusia memiliki kesalahan. Oleh karena
itu korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban pidana seperti hal nya
manusia.
Indonesia telah memasuki dimensi baru kejahatan korporasi, salah
satu bentuk kejahatannya adalah kolusi antara pemegang kekuasaan politik
(politic power) dengan pemegang kekuasaan ekonomi (economic power).
Kolusi yang dimaksud adalah pemufakatan jahat antara pengusaha dengan
4 Suprapto, Kebijakan Legesiasi Tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di
Indonesia, Bandung, CV Utomo, 2004, hal 65-66
birokrat untuk melakukannperbuatan yang melawan hukum. Kolusi
tersebut dilakukan melalui lobi politik, kontrak pemerintah suap dan usaha
pengusaha untuk mempengaruhi keputusan yang dikeluarkan oleh
pemerintah. Tentu saja penyalahgunaan kekuasaan ini tidak saja
merugikan negara secara ekonomi tetapi juga membawa kerugian non
ekonomi yang besar berupa hilangnya kepercayaan masyarakat kepada
pengusaha dan birokrat.5
Salah satu bentuk kolusi tersebut adalah suap yang dilakukan oleh
pengusaha kepada birokrat untuk menggolkan kehendak para pengusaha
yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan yang lebih banyak bagi
koroporasi sebagaimana diatur dalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 31
Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.6
Meskipun banyak menimbulkan perdebatan mengenai penempatan
korporasi sebagai subjek tindak pidana, Pasal 20 Undang-Undang 31
Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, telah menempatkan korporasi
sebagai pembuat tindak pidana, bersama dengan manusia. Hal ini
dilakukan sebagai reaksi atas adanya kolusi antara ekonomi power yang
faktanya semakin merugikan perekonomian negara.
Pengaruh korporasi terhadap kebijakan politik menyangkut adanya
beberapa pejabat tinggi pemerintah yang menjadi komisaris BUMN ini
sangat berpengaruh terhadap kebijakan-kebijakan peraturan perundang-
undangan yang dibuat demi kepentingan bisnis atau usaha korporasi dan
untuk kepentingan individunya sendiri, dan yang dirugikan adalah Negara
serta rakyat yang menjadi korbannya. Lingkungan politik telah diakui
sebagai faktor penting dalam dunia bisnis nasional maupun internasional,
6 Darwan Prints, Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Bandung: PT. Citra Adiya Bakti, 2002, hal
2
ini menunjukkan bahwa peraturan perundang-undangan dianggap sebagai
masalah pokok bagi manajemen perusahaan untuk melancarkan
kepentingan-kepentingan bisnisnya. Peraturan perundang-undangan adalah
sebagai ruang kontrol pemerintah bagi korporasi, dan apabila fungsi
kontrol ini tidak berjalan akan merusak sistem yang ada serta hilangnya
aset-aset Negara.7
Banyak kalangan masyarakat berpendapat pemberantasan tindak
pidana korporasi dalam tindak pidana korupsi memerlukan dukungan dari
berbagai lembaga-lembaga yang kuat seperti legislatif, eksekutif, dan
yudikatif. Dukungan tersebut tidak hanya melalui pembuatan Undang-
Undang yang lebih menjamin keleluasaan aparat penegak hukum dalam
menindak pelaku korupsi namun juga perlu kontrol dari badan legislatif
dengan cara kemauan politik (political will) dari pimpinan nasional yang
tertinggi.
Kemauan politik (political will) dari legislatif tersebut tersirat dari
diundangkannya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dan direvisi
kembali menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang mana ancaman hukum dalam
Undang-undang ini lebih berat dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun
1971, akan tetapi bukan berarti undang-undang tersebut telah mati.8
Beberapa pakar hukum menilai bahwa kejahatan korporasi dalam
tindak pidana korupsi sudah menjadi kejahatan terorganisir. Pakar
Sosiologi Hukum Satjipto Rahardjo yang menilai, koripsi terjadi di
Indonesia bukan saja telah membudaya, tetapi sudah menjadi kejahatan
yang berdimensi internasional. Oleh karena itu, pemberantasannya tidak
bisa lagi ditangani seperti kejahatan biasa, tetapi harus dilakukan melalui
upaya luar biasa.
7 Internet, Pengaruh Politik Terhadap Dunia Bisnis
8 Loebby Loqman, Beberapa Ikhwan di Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 Tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, (Jakarta, 1991) hal 5
Istilah korupsi berasal dari perkataan Latin “coruptio” atau
corruptus, yang berarti kerusakan atau kebobrokan. Di samping itu
istilah korupsi di beberapa negara, dipakai juga untuk
menunjukkan keadaan dan perbuatan yang buruk. Korupsi banyak
dikaitkan dengan ketidakjujuran seseorang di bidang keuangan.
Banyak istilah yang dipakai di beberapa negara misalnya, “gin
moung” (Muangthai, yang berarti “makan bangsa” ; “oshoku”
(Jepang), yang berarti “kerja kotor”.
Arti secara harafiah korupsi adalah kebusukan, keburukan,
kebejatan, ketidakjujuran, dapat disuap, penyimpangan dari kesucian,
kata-kata yang bernuansa menghina atau memfitnah, penyuapan; dalam
kamus bahasa Indonesia kata korupsi adalah perbuatan buruk, seperti
penggelapan uang, penerimaan uang sogok dan sebagainya.
Sartono Kartodirdjo mengatakan, terjadinya korupsi yang sudah
membudaya di kalangan masyarakat menunjukkan, pemegang posisi
dalam pemerintahan tidak lagi mempunyai pemisahan yang tajam antara
milik dan perkara pribadi dengan milik atau harta benda publik.9
Dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo
Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi menyebutkan bahwa korporasi adalah kumpulan orang dan
atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun
bukan badan hukum. Jadi pada Pasal 1 ayat (1) tersebut terdiri dari dua
kelompok subjek. Dengan demikian perusahaan (korporasi), sebagai
subyek hukum dapat menjadi pelaku tindak pidana.
Dengan demikian peranan perusahaan (korporasi) di berbagai
sektor bisnis yang merupakan tongkak perekonomian suatu negara di satu
sisi diharapkan akan menyumbangkan devisa namun di sisi lain korporasi
juga memberikan dampak negatif yang harus di antisipasi.
9 Kompas 30 Maret 2001
Dalam tatanan ekonomi, suatu badan usaha bertujuan
menghasilkan laba sebanyak-banyaknya. Namun demikian dalam upaya
pengumpulan laba ini, suatu korporasi terkadang bertindak menyalahi
aturan hukum yang ada. Tindakan pelanggaran hukum oleh korporasi
dapat terjadi dalam lingkup hukum perdata juga dalam ruang lingkup
hukum pidana. Pelanggaran hukum yang dilakukan oleh korporasi dalam
ruang lingkup hukum pidana yang disebuk Tindak Pidana Korporasi.
Sebagaimana dengan hal tersebut tindak pidana tidak hanya
dilakukan oleh orang perorangan, akan tetapi bisa juga oleh korporasi
sebagai subyek hukum dapat menjadi pelaku tindak pidana. Tindak pidana
yang dilakukan oleh korporasi ini didalam bidang perekonomian
mempunyai dampak negaif yang lebih parah daripda bentuk tindak pidana
konvensional yang dilakukan oleh orang-perorangan. Di dalam Rancangan
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional 1999/2000, korporasi
diakui sebagai subjek hukum pidana (Pasal 44, Pasal 45 Rancangan Kitab
Undang-UndangHukum Pidana Nasional)10
Di Indonesia prinsip pertanggungjawaban korporasi tidak diatur
dalam hukum pidana umum (KUHP), melainkan tersebar dalam hukum
pidana khusus (tidak dikenalnya prinsip pertanggungjawaban korporasi
dalam konotasi biologis yang alami. Subjek hukum dalam Undang-
Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah: setiap orang atau
korporasi (Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3). Subjek Hukum yang dapat dijerat
sebagai pelaku tindak pidana korupsi tidak hanya orang perseorangan
secara individu (kapasitasnya sebagai orang swasta atau pegawai negeri).
Tetapi juga suatu korporasi. Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang No. 31
Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, menyebutkan bahwa jika tindak
10 Yusuf Shofie, Pelaku Usaha Konsumen Dan Tindak Pidana Korporasi, (Jakarta: Ghalia, 2002),
halaman 48
pidana korupsi dilakukan oleh atau atas nama korporasi, maka tuntutan
dan pemidanaan dapat diberikan kepada korporasi dan atau pengurusnya.
Pasal 20 ayat (2) menyatakan bahwa tindak pidana korupsi
dilakukan oleh korporasi, apabila tindak pidana tersebut dilakukan olehh
orang-orang yang berdasarkan hubungan kerja maupun hubungan lain,
bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut baik sendiri maupun
bersama-sama. Ada dua jenis pidana pokok yang diancamkan dalam
perumusan delik (yaitu penjara dan denda), hanya pidana denda yang
paling tepat untuk korporasi. Namun sebenarnya disamping pidana denda,
beberapa jenis pidana tambahan dalam Pasal 18 ayat (1) dapat juga
dijadikan pidana pokok untuk korporasi atau setidak-tidaknya pidana
tambahan yang dapat diidentikkan dengan pidana perampasan
kemerdekaan adalah sanksi berupa “penutupan perusahaan/korporasi
untuk waktu tertentu atau pencabutan hak/izin usaha”. Mengenai pidana
denda untuk korporasi, Pasal 20 ayat (7) Undang-Undang Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi hanya menentukan, bahwa maksimumnya
ditambah 1/3 (satu pertiga). Tidak ada ketentuan khusus mengenai
pelaksanaan pidana denda seperti dalam Pasal 30 KUHP , yaitu apabila
denda tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan pengganti selama 6
bulan tidak dapat diterapkan untuk korporasi.
Indriyanto Seno Adjie mengemukakan tujuan diperluasnya unsur
“perbuatan melawan hukum”, yang tidak lagi dalam pengertrian formil,
namun meliputi perbuatan melawan hukum secara materiil, adalah untuk
mempermudah pembuktiannya di persidangan, sehingga suatu perbuatan
yang dipandang oleh masyarakat sebagai melawan hukum secara materiil
atau tercela perbuatannya, dapatlah pelaku dihukum melakukan tindak
pidana koripsi, meskipun perbuatannyaitu tidak melawan hukum secara
formil. Yurisprudensi Putusan MA RI tanggal 28/12/1983 No. 275
K/Pid/1983, untuk pertama kalinya dinyatakan secara tegas bahwa korupsi
scara materil melawan hukum, karena perbuatan tersebut adalah perbuatan
yang tidak patut, tercela dan menusuk perasaan hati masyarakat banyak,
dengan memakai tolak ukut asas-asas hukum yang bersifat umum dan
menurut kepatutan dalam masyarakat. 11 Memperkaya diri sendiri atau
orang lain atau suatu korporasi pada dasarnya, maksud “memperkaya diri
sendiri” di sini dapat ditafsirkan suatu perbuatan bahwa si pelaku
bertambah kekayaannya atau menjadi lebih kaya karena perbuatan
tersebut. Modus operandi perbuatan memperkaya dapat dilakukan dengan
berbagai cara, misalnya dengan membeli, menjual, mengambil, memindah
bukukan rekening, menandatangani kontrak, serta perbuatan lainnya
sehingga si pelaku menjadi bertambah kekayaannya. Sedangkan
memperkaya orang lain adalah sebalinya, orang yang kekayannya
bertambah atau memperoleh kekayaannya adalah orang lain selain si
pembuat.
Demikian juga halnya dengan memperkaya suatu korporasi, nukan
si pembuat yang memperoleh atau bertambah kekayannya oleh
perbuatannya tetapi suatu korporasi. Walaupun si pembuat tidak
memperoleh atai bertambah kekayaannya, tetapi beban
pertanggungjawaban pidana nya disamakan dengan dirinya yang
mendapatkan kekayaan tersebut secara pribadi. 12 Dapat merugikan
keuangan negara atau perekonomian negara. Istilah “dapat” disini oleh
pembentuk Undang-Undang diletakkan didepan kata-kata “merugikan
keuangan atau perekonomian negara”. Hal ini menunjukkan  bahwa delik
korupsi merupakan delik formil, yaitu delik korupsi cukup dipenuhinya
unsur-unsur perbuatan yang dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat.
Dengan kata lain, tidak menimbulkan kerugianpun asal perbuatan
memenuhi unsur korupsi, terdakwa harus dihukum. Hal ini sesuai dengan
ketentuan yang tercantum pada Pasal 4 Undang-Undang No. 31 Tahun
11 Indrianto Seno Adji, Sekilas Tentang Putusan Pembebasan Murni, Putusan Tidak Murni Putusan
Pelepasan Dari Tuntutan Hukum Dan Upaya Hukum Kasasi, makalah Seminar Nasional 2012
12 Adami Chazaw, Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia, Bayumedia Publishing,
Malang, 2005, hal. 42
1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 20 tahun 2001 Tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang memuat pengembalian
kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak dapat
menghapuskan dipidananya pelaku sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1)
dan Pasal 3. Dalam penjelasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi, keuangan negara adalah seluruh kekayaan negara dalam
bentuk apapun, yang dipisahkan atau tidak dipisahkan, termasuk
didalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban
yang timbul karena:
a. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban
pejabat negara, baik di tingkat pusat maupun daerah;
b. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban
Badan Usaha Milik Negaraa atau Badan Usaha Milik Daerah, yayasan,
Badan Hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau
perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan
perjanjian negara.
Dengan adanya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo.
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi yang diatur dalam Pasal 20, dan dianggap dapat
menyelesaikan dan menanggulangi masalah hukum yang terkait dengan
kejahatan korporasi dalam tindak pidana korupsi, yang diharapkan oleh
masyarakat dapat lebih efektif dalam mencegah dan memberantas tindak
pidana korporasi dalam tindak pidana korupsi ternyata belum berhasil.
Adapun landasan/dasar pemikiran dalam pembentukan Undang-Undang
ini adalah:
1. Landasan dan dasar Filosofis adalah landasan dasar yang berkaitan
dengan filosofis/ideologi negara. Setiap masyarakat mengharapkan
agar hukum itu dapat menciptakan keadilan, ketertiban, dan
kesejahteraan. Hal ini disebut dengan cita hukum, yaitu yang berkaitan
dengan  baik dan buruk, adil atau tidak. Hukum diharapkan
mencerminkan nilai-nilai yang tumbuh dan dirasakan adil dalam
mesyarakat. Peraturan perundang-undangan harus mencerminkan nilai-
nilai cita hukum yang terkandung dalam Pancasila.13
2. Landasan/dasar sosiologi adalah landasan yang berkaitan dengan
kondisi/kenyataan yang hidup dalam masyarakat, kondisi/kenyaaan ini
dapat berupa kebutuhan atau tuntutan yang dihadapi oleh masyarakat,
kecenderungan dan harapan masyarakat yang lebih baik. Dengan
memperhatikan dapat diterima oleh masyarakat dan mempunyai daya
laku secara efektif serta dapat mencegah dan menyelesaikan
permasalahan-permasalahan hukum yang ada.
3. Landasan/dasar yuridis disebut juga landasan hukum atau dasar
hukum, atau legalitas yang sangat penting dalam menyusun pertauran
perundang-undangan. Serta ditambahkan dengan asas formal yang
meliputi asas tujuan yang jelas, asa lembaga yang tepat, asas perlunya
pengaturan, asas dapat dilaksanakan, dan asas konsesus. Dari asas
material adalah asas terminologi dan sistematika, asas perlakuan sama
di depan umum, asas kepastian hukum,
Hukum bukanlah suatu sketma yang final, namun terus bergerak,
berubah, mengikuti dinamika kehidupan manusia, karena itu hukum harus
terus dibedah dan digali melalui upaya-upaya progresif untuk menggapai
terang cahaya kebenaran dalam menggapai keadilan. Pernytaan tersebut
menyatakan bahwa hukum bukan hanya sebuah rumusan teks perundang-
undangan, namun hukum juga merupakan sebuah perilaki, yaitu perilaku
yang berkembang di masyarakat.
Permasalahan inilah yang menari perhatian penulis, sehingga
penulis membuat judul dalam tesis ini dengan judul: Pertanggungjawaban
Korpiorasi Dalam Tindak Pidana Korupsi.
13 Kusumaatmadja, Mochtar, B. Arief Sidarta, Pengantar Ilmu Hukum, Alumni Bandung, 2003.
B. Rumusan Masalah
Berdasarkan dengan perspektif yang telah dikemukakan dan
diuraikan diatas tentang pertanggungjawaban pidana korporasi dalam
tindak pidana koripsi menurut pasal 20 Undang-Undang No. 31 Tahun
1999 jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi, ada beberapa masalah penelitian yang dapat
dikemukakan:
1. Bagaimanakah formulasi pertanggungjawaban pidana korporasi dalam
tindak pidana korupsi?
2. Bagaimana pengaturan pemidanaan korporasi dalam tindak pidana
korupsi yang ideal dan dapat diterapkan?
C. Metode Penelitian
Ada beberapa cara yang dapat ditempuh untuk mengelompokan
berbagai macam cabang ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan saat
digolongkan misalnya dari sudut pandang substansinya, tujuannya dan
lain-lain. Ilmu pengetahuan yang bertujuan untuk mengubahj keadaan
dapat dikelompokkan kedalam ilmu-ilmu praktis. Ilmu praktis itu sendiri
terdiri atas ilmu praktis Nomologis dan ilmu praktis Normologis.
Ilmu Praktis Nomologis berusaha memperoleh pengetahuan faktual
empiris yakni pengetahuan tentang hubungan ajeg yang niscaya berlaku
antara dua hal atau lebih berdasarkan asas kausalitas deterministic. Ilmu
Praktis Nomologis meliputi antara lain Sosiologi, Ilmu Politik, dan lain-
lain.
Ilmu Praktis Normologis juga disebut ilmu Normatif. Ilmu-ilmu
Normatif yang meliputi Etika, Paedagogi dan Ilmu Hukum. Jika ditinjau
dari sudut tujuannya, Ilmu Hukum termasuk dalam golongan ilmu-ilmu
praktis karena tujuan ilmu hukum adalah untuk mengubah keadaan atau
menawarkan suatu penyelesaian terhadap masalah konkrit, masalah yang
dimaksud sudah barang tentu merupakan masalah hukum, ilmu praktis
Normologis (Ilmu Normatif) berusaha menentukan pengetahuan factual-
empiris tentang hubungan dua hal atau lebih berdasarkan asas imputasi.
D. Pembahasan
I. Korporasi Sebagai Subyek Tindak Pidana Menurut Undang- undang
Tindak Pidana Korupsi
Adanya korporasi sebenarnya akibat dari perkembangan
modernisasi dalam rangka untuk mempermudah memenuhi kebutuhan
manusia dalam bermasyarakat. Pada awalnya orang lebih mengenal
badan hukum dibandingkan korporasi. Korporasi adalah sebutan yang
lazim dipergunakan dikalangan pakar hukum pidana untuk menyebut apa
yang biasa dalam bidang hukum lain, khususnya bidang hukum perdata,
sebagai badan hukum.
Pada masa kini perkembangan korporasi nampak semakin pesat
baik dari segi kualitas, kuantitas maupun bidang usaha yang dijalaninya.
Korporasi bergerak diberbagai bidang seperti bidang perbankan, bidang
transportasi, komunikasi, pertanian, kehutanan, kelautan, otomotif,
elektronik, bidang hiburan dan lain sebagainya. Hampir tidak ada bidang
kehidupan kita yang terlepas dari jaringan korporasi.
Adanya korporasi memang banyak mendatangkan keuntungan bagi
masyarakat dan negara, seperti adanya kenaikan pemasukan kas negara
dari pajak dan devisa, membuka lapangan pekerjaan, peningkatan alih
teknologi dan lain sebagainya. Namun di samping ada keuntungan atau
dampak positif seperti tersebut di atas, adanya korporasi juga dapat
mendatangkan dampak negatif, seperti pencemaran lingkugan (air, udara,
tanah), eksploitasi atau pengurasan sumber alam, bersaing secara curang,
manipulasi
Pembahasan bentuk tindak pidana/kejahatan yang dilakukan oleh
korporasi sangat beraneka ragam, di bidang ekonomi menurut Joseph
F. Sheley bentuk tindak pidana korporasi adalah sebagai berikut
(Mardjono Reksodiputro, 1994:67-68): Defrauding stockholders, yaitu
menggelapkan atau menipu para pemegang saham (misalnya tidak
melaporkan dengan sebenarnya keuntungan perusahaan). Defrauding the
public, yaitu menipu masyarakat/publik (misalnya penentuan harga dan
produk-produk yang tidak representatif atau iklan yang menyesatkan).
Defrauding the government, yaitu menipu pemerintah (misalnya
menghindari pajak). Endangering the public welfare, yaitu
membahayakan kesejahteraan umum (misalnya menimbulkan polusi
industri). Endangering employees, yaitu membahayakan pekerja
(misalnya tidak mempedulikan keselamatan kerja). Illegal intervention in
the political process, yaitu intervensi ilegal dalam proses politik
(misalnya memberikan dana kampanye politik yang ilegal). Sejalan
dengan perkembangan ekonomi praktek tindak pidana korporasi yang
sering dilakukan adalah pemberian keterangan yang tidak benar seperti
transfer pricing, under invoicing, over invoicing dan window dressing
(Setiyono, 2002:81-85). Transfer pricing merupakan persekongkolan
dalam penentuan harga jual sesama korporasi untuk memperkecil
jumlah pajak yang harus dibayar pada negara. Under invoicing
merupakan persekongkolan antara pengimport dan pengeksport barang
untuk menerbitkan dua invoice, satu invoice dengan harga yang
sebenarnya untuk keperluan perhitungan harga pokok, yang satunya lagi
dengan harga yang lebih rendah dengan diperhitungkan untuk keperluan
pabean (pembayaran bea masuk, PPh dan PPN). Over invoicing, yakni
memanipulasi harga dalam kegiatan pengadaan untuk mendaptkan
keuntungan pribadi bagi pihak-pihak pelaksana transaksi atau yang
berwenang melakukannya. Hal ini dilakukan dengan kerjasama dan
dukungan dari pihak penjual, meminta kuitansi pembelian ditulis dengan
harga yang lebih besar dari harga yang dibayar atau harga
sesungguhnya, pengadaan proyek pemerintah dengan cara penunjukkan
secara langsung pada kontraktor tertentu dengan dalih harus segera
dilakukan atau lokasi proyek yang terpencil
atau adanya rekanan yang terbatas dan lain-lain.
Window dressing merupakan tindakan mengelabui masyarakat,
yang pada umumnya berupa kegiatan untuk menciptakan citra yang baik
di mata masyarakat dengan cara menyajikan informasi yang tidak benar
(fraudulent misrepresentation), misalnya dengan menyajikan angka-
angka neraca yang kurang atau tidak benar dibuat sedemikian rupa
seolah-olah korporasi memiliki kemampuan yang baik dan tangguh.
Di bidang sosial budaya tindak pidana korporasi yang dilakukan
berupa tindakan-tindakan yang merugikan pemegang hak cipta, merk;
kurang memperhatikan keamanan dan kesehatan kerja para
pekerja/buruh; tindak pidana yang berakibat merusak pendidikan dan
generasi muda seperti penyalahgunaan narkotika dan psikotropika dan
lain sebagainya.
Tindak pidana korporasi yang menyangkut masyarakat luas antara
lain dapat terjadi pada lingkungan hidup (pencemaran air, udara, tanah
dari suatu wilayah), pada konsumen (produk- produk cacat yang
membahayakan konsumen, iklan yang menyesatkan), Pada pemegang
saham (pemberian keterangan yang tidak benar dalam pasar modal,
praktek-praktek penipuan dan perbuatan curang dapat dilakukan oleh
emiten/korporasi sendiri atau dengan bantuan profesi atau lembaga lain),
dan lain sebagainya.
Korporasi itu bukan makhluk hidup sebagaimana halnya dengan
manusia. Korporasi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang
terorganisisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum
(Pasal 1 ayat (1) Undang- undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-
undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi. Jadi pada ayat (1) ini terdapat dua kelompok subyek, yaitu:
- Pertama adalah kumpulan orang yang terorganisai baik
merupakan badan hukum. Contoh: organisasi kemasyarakatan
yang bergerak bergerak di bidang politik, seperti partai politik.
Partai politik adalah organisasi yang terdiri dari kumpulan
orang yang memiliki cita- cita tertentu, dengan memounyai
ketua, sekretaris, dan bendahara.
- Kedua adalah kekayaan yang terorganisir baik merupakan
badan hukum maupun bukan badan hukum. Contohnya adalah
Yayasan yang merupakan kumpulan dari harta benda atau
kekayaan yang disisihkan untuk tujuan tertentu, misalnya
tujuan sosial, ilmu pengetahuan dan lain sebagainya.
Sebagaimana juga pengertian subjek tindak pidana pegawai negeri
dalam Pasal 2 (1) Undang- undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-
undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi adalah:
1. Pegawai negeri sebagaiman dimaksudkan dalam Undang-
undang tentang kepegawaian,
2. Pegawai negeri sebagaimana dimaksudkan dalam Kitab
Undang- undang Hukum Pidana Pasal 92,
3. Orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara
atau daerah misalnya karyawan dari sebuah BUMN,
karyawan BUMD, atau juga karyawan perseroan terbatas
yang badan hukum tersebut menerima fasilitas keuangan
daru pusat ataupun dari daerah,
4. Orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi
yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah,
dan
5. Orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi yang
mempergunakan modal atau fasilitas dari negara atau
masyarakat.
Kalau kita teliti lebih lanjut pengertian pegawai negeri menurut ketentuan
Undang-undang diatas ternyata ruang lingkupnya sangat luas. Dikatakan sangat
luas karena menggunakan kata-kata orang yang menerima gaji atau upah dari
keuangan negara atau daerah, yang menerima upah dari korporasi lain
menggunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyrakat. Jadi yanng objek
penderita delik korporasi itu meliputi keuangan negara, keuangan daerah atau
masyarakat14
II. Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi
1. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi
Berbicara tentang pertanggungjawaban pidana korporasi, tidak
dapat dilepaskan dengan tindak pidana. Walaupun dalam pengertian tindak
pidana sudah termasuk masalah pertanggungjawaban. Tindak pidana
hanya menunjukkan kepada dilarangnya suatu perbuatan15 Dalam konteks
penerapan hukum pidana dalam korporasi seringkali berat sebelah karena
korporasi dapat membalik beban pembuktian secara mudah dibandingkan
dengan masyarakat.16
Pandangan di atas sejalan dengan pendapat  yang dikemukakan
oleh Moelyatno, yang membedakan dengan tegas “dapat dipidananya
perbuatan” dan “dapat dipidananya orang” sejalan dengan itu beliau
memisahkan antara pengertian “perbuatan pidana” dan
“pertanggungjawaban pidana”. 17 Oleh karena hal tersebut dipisahkan,
maka pengertian perbuatan pidana tidak meliputi pertanggungjawaban
pidana. Pandangan ini disebut pandangan dualistis mengenai perbuatan
pidana. Pandangan ini merupakan penyimpangan dari pandangan yang
14 Loqman, Loebby. 1989. Tanggung Jawab Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana
Lingkungan, Jakarta
15 Sjahdeni, Sutan Renny. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi, Grafiti Press, Jakarta,
2006 hal. 20
16 Afrianto Sagita, Urgensi Pembalikan Beban Pembuktian sebagai kebijakan hukum pidana
korupsi, Jurnal Hukum Res Publika, Vol. 17 No.1 Tahun 2017
17Moeljatno, Seperti dikutip oleh Sudarto, Dalam Sudarto, Hukum Pidana I, Cetakan ke II,
Semarang, in Sudarto, 1990, Hal 40
monistis antara lain yang dikemukakakn oleh Simons yang dirumuskan
sebagai berikut:
1) Perbuatan manusia (positif atau negatif, berbuat atau tidak
berbuat atau membiarkan);
2) Diancam dengan pidana;
3) Melawan hukum;
4) Dilakukan dengan kesalahan;
5) Oleh orang yang mampu bertanggungjawab.
Simons mencampur unsur objektif (perbuatan) dan unsur subjektif
(pembuat). Yang disebut sebagai unsur objektif ialah:
a. Perbuatan orang;
b. Akibat yang kelihatan dari perbuatan itu;
c. Mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan itu
seperti dalam Pasal 291 KUHP sifat “openbaar” atau “di muka
umum”
Segi subyektif dari strafbaar fait:
a. Orang yang mampu bertanggungjawab;
b. Adanya kesalahan (dolus atau culpa).
Kesalahan ini dapat berhubungan dengan akibat dari perbuatan atau
dengan keadaan- keadaan mana perbuatan itu dilakukan.
Sudarto berpendapat bahwa untuk menentukan adanya pidana, kedua
pendirian itu tidak mempunyai perbedaan prinsipiil. Kebebasan hakim
dalam memeriksa dan memutuskan suatu perkara, bebas
menggali,mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam
masyarakat, serta bebas dari segala pengaruh manapun yang dapat
mempengaruhi keyakinan dan rasa keadilannya.18 Soalanya apabila orang
menganut pendirian yang satu hendaknya memegang pendirian itu secara
konsekuen, agar supaya tidak ada kekacauan pengertian. Jadi dalam
mempergunakan istilah “tindak pidana” haruslah pasti bagi orang lain
yang dimaksudkan ialah menurut pandangn monistis ataukah yang
dualistis. Bagi yang berpandangan monistis seseorang melakukan tindak
pidan sudah dapat dipidana, sedangkan bagi yang berpadangan dualistis
sama sekali belum mencukupi syarat untuk dipidana karena harus disertai
syarat pertanggungjawaban pidana yang harus ada pada orang yang
berbuat19
Selanjutnya menurut Sudarto, memang harus diakui, bahwa untuk
sistematik dan jelasnya pengertian tentang tindak pidana dalam arti
keseluruhan syarat untuk adanya pidana, pandangan dualistis itu
memberikan manfaat. Yang penting ialah kita harus senantiasa menyadari
bahwa untuk mengenakan pidana itu diperlukan syarat- syarat tertentu.
Syarat itu demu jelasnya kita jadika satu melekat pada perbuatan, atau
seperti yang dilakukan oleh Simons dan sebaginya, atau di pilah- pilah,
ada syarat yang melekat pada perbuatan dan ada syarat yang melekat pada
orangnya seperti dikemukakan oleh Moelyatno, itu adalah tindak prinsipil,
yang penting ialah bahwa semua syarat yang diperlukan utnuk pengenaan
pidana harus lengkap20
E. Kesimpulan
Berdasarkan uraian yang telah penulis kemukakan pada bab-bab
sebelumnya, pada akhirnya dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :
18 Waty Suwarty Haryono, Asas Kebebasan Hakim Dalam memutus Perkara Pidana Dalam
Perspektif Kepastian Hukum, Ius Constitutum Vol.1 No.1 Tahun 2017,hlm.5
19 Prasetyo, Rudi. Perkembangan Korporasi Dalam Proses Moderisasi dan Penyimpangan-
peyimpangannya, Makalah Seminar Nasional Kejahatan Korporasi UNDIP, 2003
20 Sudarto, Hukum Pidana Jilid I A, PT. Alumni Bandung, 2006, hal.26
1. Formulasi pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana
korupsi yang ada atau berlaku saat ini belum dapat mewujudkan atau
menciptakan kepastian hukum dan rasa keadilan dalam masyarakat.
Meskipun terdapat sanksi pidana denda yang dapat dikenakan terhadap
korporasi, tetapi ketentuan tersebut tidak memberikan sanski pidana yang
maksimal, dengan kata lain, kebijakan formulasi yang ada saat ini belum
mampu menjerat dan menjatuhkan sanksi pidana kepada korporasi yang
melakukan kejahatan, terutama sanksi pidana yang berorientasi pada
pemulihan hak-hak korban berupa pembayaran ganti kerugian setelah
terjadinya kejahatan yang dilakukan oleh korporasi. Ketidakmampuan
tersebut disebabkan oleh kelemahan-kelemahan yang terdapat dalam
peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pertanggung jawaban
pidana korporasi dalam tindak pidana korupsi, padahal korporasi sudah
ditempatkan sebagai subjek tindak pidana.
Mengenai pemidanaan terhadap korporasi dalam tindak pidana korupsi
atau kejahatan yang dilakukan oleh suatu korporasi, maka tuntutan dan
penjatuhan pidana dapat dikenakan terhadap korporasi atau pengurusnya,
akan tetapi perlunya pemisahan jenis sanksi pidana untuk orang dan
korporasi, untuk itu perlu dicari kriteria tentang dasar atau alasan
pemikiran pembedaan jenis sanksi pidana terhadap orang lain atau
korporasi, khususnya dalam rangka menentukan atau kategori pidanan
pokok dan pidana tambahan yang ditujukan untuk korporasi. Kriteria
tersebut dapat dilihat dari definisi korporasi, manfaat pemidanaan untuk
korporasi, kapan seharusnya sanksi pidana diarahkan pada korporasi, demi
terwujudnya suatu keadilan dan kesejahteraan masyarakat.
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